
G U B E R N U R  L A M P U N G  

 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  

NOMOR : G / 591 / B.VI / HK / 2009 

 

TENTANG 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN 

PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2008 

 

GUBERNUR LAMPUNG, 

   

Menimbang 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan 

Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi 

agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 

Anggaran 2008; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung) awab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712) 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4330) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

 

KESATU : Evaluasi    Rancangan    Peraturan    Daerah    Kota    Metro 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 

2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 

2008 sebagai berikut: 

 

I.  PENDAPATAN DAERAH: 

1. Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 

sejumlah Rp. 323.081.577.093,66 atau equivalen dengan 

102,65 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 

314.738.260.493,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 

Anggaran 2008 sejumlah Rp. 20.442.235.935.,39 atau 

equivalen dengan 94,97% dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 21.525.479.613,00. 

b. Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 

2008 sejumlah Rp. 298.660.289.106,00 atau equivalen 

dengan 102,24 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 

292.103.280.880,00. 

c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Daerah 

Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 3.979.052.052,27 

atau equivalen dengan 358,63% dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 1.109.500.000,00. 

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi total 

Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2008 

telah melebihi dengan target yang ditetapkan. 

Sedangkan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah 

belum mencapai sesuai dengan target yang 

dianggarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

Pemerintah Kota Metro agar melakukan upaya 

konstruktif khususnya dari sektor jasa dalam upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

 

 

 



2. Terdapat realisasi pendapatan yang relatif rendah bahkan 

tidak terealisasi, antara lain pada SKPD : 

a. Dinas Kesehatan : 

Hasil Retribusi Daerah terealisasi sejumlah Rp. 

67.053.750,00 (91,26%) dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 73.472.000,00. 

b. Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Yani: 

Hasil Retribusi Daerah terealisasi sejumlah Rp. 

10.558.934.024,00 (92,85%)dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 11.371.263.347,00. 

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 

Hasil Retribusi Daerah terealisasi sejumlah Rp. 

2.072.500,00 (20,72%) dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 10.000.000,00. 

d. Dinas Pasar: 

Hasil Retribusi Daerah terealisasi sejumlah Rp. 

534.971.400,00 (66,36%) dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 806.137.000,00. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dimasa 

mendatang diharapkan agar Pemerintah Kota Metro 

khususnya SKPD pengelola sumber penerimaan, 

dalam penetapan target pendapatan hendaknya 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan 

bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam 

APBD merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan. 

 

II. BELANJA DAERAH : 

1. Realisasi Total Belanja Daerah Kota Metro Tahun 

Anggaran 2008 sejumlah Rp. 340.395.643.274,64 atau 

equivalen dengan 94,58% dari yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 359.905.967.374,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 

278.400.940.684,00 atau equivalen dengan 

95,45%) dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 

291.670.883.965,00. 

b. Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 

61.937.127.590,64 atau equivalen dengan 

91,45%) dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 

67.724.820.509,00 

 



c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 

39.975.000,00 atau equivalen dengan 8,11 %> 

dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 

492.662.900,00. 

d. Realisasi Belanja Transfer sejumlah Rp.  

17.600.000,00 atau equivalen dengan 100% dari 

yang dianggarkan sejumlah Rp. 17.600.000,00 

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

realisasi total Belanja Daerah dan rasio proporsionalitas 

belanja belum sepenuhnya mencerminkan esensi 

kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu 

dimasa mendatang realisasi total Belanja Daerah dan 

proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja 

Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok Belanja 

Tidak Terduga dan kelompok Belanja Transfer dapat 

lebih dirasionalkan. 

 

2. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah. 

 

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan 

sejumlah Rp. 67.724.820.509,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 

61.937.127.590,64 (91,45%); sedangkan Rasio Belanja Modal 

terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 

323.081.577.093,66 (20,96 %). 

 

Semakin besar Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan 

memperlihatkan semakin besar belanja daerah yang digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur fisik. Memperhatikan rasio 

Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2008 hanya 20,96%), maka untuk masa mendatang 

rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total 

Pendapatan Daerah supaya sesuai dengan kebutuhan dalam 

rangka penguatan aset daerah yang secara fungsional akan 

menjadi infrastruktur Pemerintah Daerah Kota Metro dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 

Pendapatan Daerah regional bruto. 

 

 

 

 

 

 



III.LAIN-LAIN: 

 

1. Format Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro 

Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota 

Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2008 

beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format 

Lampiran E.XXVII dan E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 

 

2. Penulisan tata naskah Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota 

Metro Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan 

Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2008 agar 

diteliti kembali serta dikoordinasikan dengan bagian hukum 

Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Metro. 

 

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan 

dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Metro 

Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kota Metro Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diterimanya Keputusan ini. 

 

KETIGA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 

2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro 

menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila 

memenuhi ketentuan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

   

 

Ditetapkan di Telukbetung 

Pada tanggal 15 Sept  2009 

 

GUBERNUR LAMPUNG 

 

Dto 

 

SJACHROEDIN Z.P. 

 

TEMBUSAN : 

 

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta, 

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung; 

3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung; 

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Bandar Lampung; 

5. Ketua DPRD Kota Metro Di Metro; 


